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ABSTRAK 

Wice Wella/222008116/2012/Analisis Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang 
Terhadap Penenmaan Pajak Penghasiian Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan 
Pajak I'ratama Palembang ilir Timur/Perpajakan. 

Perumusan masalahnya adalah bagaimana ektensifikasi wajib pajak orang pribadi 
terhadap pcnerimaan pajak pcnghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak 
pratama palembang ilir timur. Tujuannya adalah untuk mengetahui ekstensitikasi 
wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasiian orang pribadi 
pada kantor pclayanan pajak pralama palembang ilir timur. Manfaatnya bagi 
penulis dapat menambah dan memperoleh gambaran yang nyata mcngenai 
bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari lerutama dalam 
meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang penerimaan pajak 
dikantor pelayanan pajak. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Tempat peneiilian diiakukan di 
kanlor pclayanan pajak pratama palembang ilir timur. Variabel yang digunakan 
adalah ekstensifikasi. wajib pajak. pajak penghasiian. Data primer yang 
dipcriukan adalah data yang diperoleh dari kantor pclayanan pajak pmlama 
palembang ilir timur. Tckhnik pcngumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan dokumcntusi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualilalif. 

Hasil y:uig diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan ekstensifikasi wajib 
pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur 
belum maksimal. untuk itu masih perlu dioptimalkan lagi khususnya pada 
kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak yang telah terdaftar. karena walaupun 
dari sisi perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi sudah membcrikan 
kontribusi secara signifikan yang seialu naik dari tahun 2008 s/d 2010, namun 
dilihal dari sisi penerimaan pajak penghasiian orang pribadi hanya membcrikan 
kontribusi yang sangat kecil. 

Kata Kunci : Ekstensifikasi, Wajib Pajak, Pajak Penghasiian Orang Pribadi. 
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ABSTRACT 

Will' Wella/22200HI !6/2()l2/The Taxpayers Extensificalion Analysis Towards 
The Personal Income Tax Reeeipis al Pralama Internal Revenue Palembang llir 
Timur/Taxes. 

The problem of this study was haw taxpayers extensification towards personal 
income tax receipts al Pratama Internal Revenue Palembang llir Timur. The 
purpose of this study was to find out taxpayers extensification towards personal 
income lax receipts at Pratama Internal Revenue Palembang llir Timur It is 
hoped that the writer could add and get a real picture of how the application of 
the theories that have been .studied mainly in enhancing the understanding and 
knowledge in the field of tax revenue at the internal revenue. 

This study used a descriptive method. I was conducted at the Pralama Internal 
Revenue Palembang llir Timur. The variables of this study were the 
extensification, the taxpayers, and the income tax. The data of this .study used 
primary data that was obtained from Pratama Internal Revenue Palembang llir 
Timur. The techniques of collecting the data were interviews and documentation. 
The technique of analyzing 
the data was qualitative analysis. 

The results obtained in this study that the extension of an individual taxpayer to 
the Pratama Internal Revenue Palembang llir Timur isn 'I maximized, for it still 
needs to be optimized again, especially in the awarene.s.s and compliance of 
taxpayers who have been enrolled, because although of the development of the 
individual taxpayer has to contribute significantly to always go up from 200R s/d 
2010. hut in terms of individual income tax revenues contribute only a very .small. 

Keywords: Extensification. Taxpayers, Personal Income Tax. 
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PENDAHULUAN 

A, Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-

menerus dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material 

maupun spiritual. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus 

ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan 

kemampuan sendiri bcrdasarkan prinsip kemandirian. Hal ini dapat dicapai 

mclalui peningkatan peran aktif masyarakat dengan kesadaran akan hak dan 

kewajibannya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Sesuai dengan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhulang oleh orang 

pribadi atau badan yang bcrsifat memaksa berdasarkan Undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Dengan 

demikian dapat disimpulkan pajak ialah iuran wajib kepada kas Negara yang 

pcmungutannya didasarkan Undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat 

dipaksakan. 

Sejak tahun 1983. sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut 

self assessment system menggantikan sistem pemungutan pajak yang semula 

yaitu official assessment system. Hal ini diterapkan pada Undang-Undang 

No.6 Tahun 1983 yang telah mengalami tiga kali perubahan. yaitu perubahan 

1 
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pertama Undang-Undang No. 10 Tahun 1994. penibahan kedua Undang-

Undang No. 16 Tahun 2000 dan perubahan ketiga Undang-Undang No. 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Self assessmeni system yang dianul Undang-undang perpajakan 

Indonesia membcrikan kepercayaan dan tanggungjawab penuh terhadap wajib 

pajak untuk menghitung, membayar, dan melaptirkan sendiri kewajiban 

perpajakannya kepada fiskus. atau dengan kata lain bahwa wajib pajak diberi 

kepercayaan lebih besar untuk melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib 

pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi. 

terkendali, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. 

Menurut Early (2006: 3), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan. termasuk pemungut pajak atau 

pemotong pajak. Mencermati bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang 

masih rendah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. maka 

peraturan perpajakan juga memberi kewcnangan kepada pihak petugas pajak 

untuk melakukan upaya ekstensifikasi wajib pajak kepada masyarakat, 

Hal ini dikarenakan ekstensifikasi merupakan kegiatan dalam rangka 

melakukan pendataan dan pcnambahan jumlah wajib pajak yang belum mau 

mendaftarkan dirinya secara sukarela sebagai wajib pajak ataupun sebagai 

pengusaha kena pajak kemudian mengkukuhkannya sebagai wajib pajak atau 

pengusaha kena pajak. sehingga kontribusi penerimaan dari sektor wajib pajak 
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ini dapat meningkat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan Inslansi dibawah 

Dcpartcmen Keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat bcrupa pajak 

melalui petugas pajak alau tlskus yang melakukan usaha ekstensifikasi wajib 

pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. 

Kebijakan administrasi perpajakan yang diiakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak lerutama terhadap kesadaran para wajib pajak masih terdapat 

bcrbagai hambatan, baik yang menyangkut hambatan material maupun 

hambatan nil sepertinya minimnya jumlah tlskus dibanding dengan jumlah 

Wajib Pajak yang ada, sehingga tidak semua wajib pajak dapat memperoleh 

informasi yang lengkap mcngenai pajak. Mungkin ini disebabkan karena 

kurangnya sosialisasi dari pihak tlskus sehingga para wajib pajak memiliki 

pengertian yang dangkal terhadap pelaksanaan pajak dan pemenuhan 

kewajibannya. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Mir [ imur merupakan 

salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah tanggungjawab 

langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan 

dan kepulauan Bangka Belitung. Kantor Pelayanan Pajak Pralama Palembang 

Ilir Timur melakukan ekstensifika.si wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak ini 

merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah wajib pajak 

yang selama bertahun-tahun kegiatan ekstensifikasi wajib pajak diiakukan 

melalui penyuluhan secara langsung, seminar dan ikian diberbagai media 

massa sehingga diharapkan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri 

semakin bertambah dari tahun ke tahunnya. 
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Hasil dari pclaksanaan ekslcnsifikasi wajib pajak orang pribadi pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menunjukkan 

peningkatan jumkih wajib pajak orang pribadi yang cukup mcnggembirakan 

selama tiga tahun belakangan ini. yaitu dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel I.I 
Data Jumlah Wajib Pajak Orang Prihadi 

KPP Pratama Palembang llir Timur 
Periodc 2008-2010 

(dalam jiwu) 
No Bulan 2008 2009 2010 
1 Januari 44.493 60.915 77.688 
2 Februari 44.770 64.199 79.313 
3 Maret 45.148 67.737 81.291 
4 April 46.805 69.542 82.556 
5 Mel 46.059 70.810 83.383 
6 Juni 46.366 71.841 84.354 
7 Juli 47.942 72.911 85.306 
8 Aguslus 48.166 73.982 86.093 
9 September 48.496 74.636 86.713 
10 Oktober 49.403 75.557 87.513 
11 November 51.505 76.340 88.223 
12 Desember 56.982 77.037 89.075 

56.982 77.037 89.075 
Sumbcr: KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2008-2010. 
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Tabcl I. 2 
Jumlah Pcnerimaan Pajak Pcnghasilan Orang Pribadi 

KPP Pralama Palembang llir Timur 
Periodc 2008-2010 

(dalam rupiah) 
No Bulan 2008 2009 2010 

1 Januari 1.301.838.780 954.895.371 994.625.608 
2 Februari 719.936.476 322.953.076 1.116.825.982 
3 Maret 7.749.824.274 5.621.967.814 3.805.799.291 
4 April 683.240.948 1.187.140.066 1.035.893.215 
5 Mei 641.402.255 850.760.502 1.093.433.201 
6 Juni 637.438.345 911.640.100 1.046.365.730 
7 Juli 672.558.448 874.689.609 990.641.990 
8 Agustus 675.714.073 848.974.252 1.076.003.268 
9 September 825.419.650 838.881.011 889.765.325 
10 Oktober 734.355.793 889.339.946 1.000.756.192 
11 November 715.725.624 1.140.590.239 1.089.366.617 
12 Desember 6.860.440.943 1.402.515.288 1.145.941.436 

T O T A L 22.217.895.609 15.844J47.274 15.285.417.855 
Sumbcr: KPP Pralama Palembang llir l imur tahun 2008-2010, 

Berdasarkan label 1 diatas dapat terlihat jelas bahwa pada KPP Pratama 

Palembang ilir Timur telah lerjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang 

pribadi setiap tahunnya yaitu pada tahun 2008-2010. Namun. tidak pada tabcl 2 

penerimaan pajak penghasiian orang pribadi mengalami tluktuasi. Terjadi 

penurunan yang signifikan pada tahun 2008-2009, yaitu menurun hingga Rp 

6.373.548.335 dan pada tahun 2009-2010 menurun sebesar Rp 558.292.419. 

Hal ini diperkirakan terjadi akibat kurangnya kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak, jika bercermin dari kondisi masyarakat 

sekarang peran serta masyarakal dalam mcmenuhi kewajiban perpajakan 

berdasarkan keteniuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah. Berdasarkan 

uraian tersebut, penerimaan pajak penghasiian orang pribadi pada KPP Pratama 

Palembang Ilir T imur tidak menunjukkan perkembangan atau kemajuan yang 
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signifikan dari pcnambahan jumlah wajib pajak orang pribadi dalam rangka 

meningkatkan jumlah penerimaan pajak pcnghasilan orang pribadi. 

Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak maka diharapkan 

kepedulian atau kesadaran wajib pajak dalam mcmenuhi kewajibannya 

membayar pajak sesuai dengan pcraturan dan ketentuan. Alas dasar latar 

bclakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ''Analisis Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Terhadap Penerimaan Pajak Pcnghasilan Orang Pribadi Pada Kantor 

Pclayanan Pajak Pratama Palembang llir Timur". 

B. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dari penjelasan latar bclakang diatas adalah 

bagaimana ekslcnsifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap pencrimaan pajak 

penghasiian orang prihadi piada KPP Pratama Palembang Ilir Timur ? 

C. Tujuan Penelitian 

Bcrdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ek.stensifikasi 

wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasiian orang 

pribadi pada KPP Pratama Palembang llir Timur. 



7 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikun manfaat untuk pihak-

pihak sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Oapal menambah pengctahuan dan memperoleh gambaran yang nyata 

mcngenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari lerutama 

dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang 

penerimaan pajak di Kanlor Pelayanan Pajak. 

b. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur 

Sebagai bahan masukan atau rckomendasi mengenal pcnerimaan pajak. 

dan juga membcrikan sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan 

pcrtimbangan dalam membenkan pembinaan, pelayanan dan pengawasan 

sehingga dapat meningkatkan peneriman pajak. 

c. Bagi Almamater 

Sebagai bahan pcrtimbangan dan bahan kajian bagi rekan-rekan 

mahasiswa dalam penulisan peneiilian yang sama dimasa yang akan 

datang. 





BAB II 

KAJIAIN PIJSTAKA 

A. Pcnditiun Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya berjudul Implikasi Pelaksanaan Ektensifikasi 

Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasiian Orang Pribadi Pada KPP Pratama 

Jakarta Tanah Abang Dua oleh Agustina (2008) Universitas Perbanas Jakarta. 

Perumusan masalahnya adalah program ektensifikasi apa saja yang telah 

diliikukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dalam menambah 

jumlah wajib pajak orang pribadi. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui 

program ekstensifikasi yang telah diiakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah 

Abang Dua dalam menambah jumlah wajib pajak orang pribadi. Terdapat dua 

variabel yang digunakan yaitu ekstensitikasi dan pajak penghasiian. 

Indikalomyu yaitu PPh pasal 2! dan NPWP. Data yang digunakan adalah data 

primer. Teknik pcngumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. 

Persamaan dari penelitian yang diiakukan Agustina dengan penelitian 

yang akan diiakukan yaitu sama-sama meneliti tentang ekstensifikasi wajib 

pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasiian orang pribadi. 

Perbedaannya yaitu terietak pada indikator variabel dan objek penelitiannya, 

pada penelitian yang sekarang indikatomya adalah prosedur pelaksanaan 

ekstensitikasi, jumlah WPOP, dan jumlah penerimaan PPh OP. Objek 

penelitian pada penelitian sebelumnya diiakukan di KPP Pratama Jakarta 

Tanah Abang Dua sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Palembang 

8 
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Ilir Timur. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Implikasi 

Pelaksanaan Ektcnsilikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peningkatan 

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasiian Orang 

Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah berjaian dengan 

baik dan efektif. 

B. Landasan Teori 

1. Pajak 

a. Definisi Pajak 

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang tcrhutang 

oleh orang pribadi alau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besamya 

kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat (dalam Herry, 2010:7), 

menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat dilunjukan 

clan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat (dalam 

Siti. 2009:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 

dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, 

dan perbuatan yang membcrikan kedudukan tertentu. tetapi bukan 
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sebagai hukuman. menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada Jasa timbal bahk dari Negara secara 

langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak 

adalah peralihan sebagian kekayaan dari pihak rakyat (iuran yang 

dapat dipaksakan, bcrdasarkan undang-undang) kepada kas negara 

untuk kemakmuran rakyat. 

b. Fungsi Pajak 

Siti (2009: 3-4), menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, 

yaitu terdiri dari: 

I) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). 

Pajak mempunyai fungsi budgetair. artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 

keuangan negara. pemerintah berupaya memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh 

dengan cara ektensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempumaan peraturan berbagai jenis pajak seperti 

Pajak Penghasiian (PPh), Pajak Perlambahan Nilai (PPN), dan 

Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), dan Iain-lain. 
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2) I'ungsi Regularend(Pengalur) 

Pajak mempunyai fungsi pcngatur. artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi, serta mencapai lujuan-tujuan tertentu diluar 

bidang keuangan. 

c. Jenis Pajak 

Menurut Siti (2009: 7-9) terdapat bcrbagai jenis pajak. yang 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

1) Menurut Golongan 

Menurut golongan penerimaan pajak dibagi menjadi penrimaan 

melalui pajak langsung dan pajak tidak langsung. 

(a) Pajak Langsung 

Berarti pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak yang bersangkutan. Contohnya : Pajak Penghasiian 

(PPh). 

(b) Pajak Tak Langsung 

Berarti pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak 

ketiga atau yang biasanya disebut sebagai konsumen. 

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, 

serta Bea Balik Nama. 

2) Menurut Sifatnya 

Pencrinuian pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi 

pajak subjektif dan pajak objektif. 
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(a) Pajak Subjektif 

Berarti pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib 

pajak yang menjadi pemikul bcban pajak tersebut. Contoh : 

Pajak Penghasiian (Pl'h). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak 

(Wajib Pajak) orang pribadi. 

(b) Pajak Objektif 

Berarti pajak yang melihat pertama -tama pada objek dan 

pajak tersebut yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak 

tersebut. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM) serta Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). 

3) Menurut Lembaga Pemungut 

Menurut Lcmbaga Pemungutnya pcnerima pajak dibagi menjadi 

pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. 

(a) Pajak Pusat 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui departemen 

keuangan. Pajak pusat ini yang pertama meliputi pajak yang 

dipungut Dirjcn Pajak. Contoh : PPh, PPN (untuk penyerahan), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai dan Bea 

Leiang. Yang juga terma.suk pajak pusat adalah pajak yang 

dipungut Dirjen Bea Cukai. 
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(b) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak 

Rcklame. Pajak Hiburan dtt. 

d. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem jjemungulan pajak menurut Siti (2009: 11-12) terbagi 

menjadi: 

1) Official assessment system 

Official assessmeni system adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi kewcnangan aparatur perpajakan untuk menentukan 

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya .sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan metnungut pajak 

sepcnuhnya berada di tangan para aparatur. Dengan demikian 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 

lergantung pada aparatur perpajakan. (Peranan dominan ada pada 

aparatur perpajakan). 

2) Self assessmeni system 

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada 

Wajib Pajak untuk menghitung, memperhhungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besamya pajak yang harus di bayar. (Peranan 

dominan ada pada Wajib pajak). 
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3) tVilhoiding system 

Witholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk 

menentukan besamya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai 

dengan pcraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Wajib Pajak 

UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pcmbayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perapajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

a. Jenis-jenis Wajib Pajak 

Menurut Herry (2010: 78) pada dasamya Wajib Pajak dibagi 

menjadi tiga yaitu: 

1) Wajib Pajak Orang Prihadi 

adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

ataupun diluar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga 

jcnjang sosial ekonomi, dengan kata lain bcrlaku sama untuk semua. 

2) Wajib Pajak Badan 

adalah sckumpulan orang dan / atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perscroan komanditer. 
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perscroan lainya. Badan U.saha Milik Negara (BUMN), Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam hentuk 

apapun. firma, kongsi. koperasi, dana pensiun, pcrsekuluan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik 

alau organisasi lainnya, lcmbaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak inveslasi kolcktif dan bentuk usaha tetap. 

3) Wajib Pajak Bendaharawan 

adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah. 

Inslansi alau Lcmbaga Pemerintah. Lembaga Negara Lainnya dan 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar Negeri, yang membayar 

gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pcmbayaran lain dengan 

nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. 

b. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 

I ) Kewajiban Wajib Pajak 

Kewajiban Wajib Pajak menurut Siti (2009; 24) adalah 

sebagai berikut; 

(a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tcmpat tinggal atau tempat 

kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikim Nomor 

Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif. 

(b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 



16 

kedudukan Pengusaha dan tcmpat kegiatan usaha diiakukan 

untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

(c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap. dan jelas. dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, 

satuan mata uang Rupiah. serta mcnandalangani dan 

menyampaikannya kekantor Direktorat Jenderal Pajak tempat 

Wajib Pajak terdaftar alau dikukuhkan atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

(d) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan saluan mata uang selain rupiah yang dii/inkan. 

yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

(e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan 

mengguanakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui 

tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

(t) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 

(g) Menyclenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekeijaan bebas 

dan Wajib Pajak badan. dan melakukan pencatatan bagi Wajib 



17 

Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan liebas. 

(h) (1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

Catalan, dokumen yang menjadi dasamya, dan dokumen 

lain yang bcrhubungan dengan pcnghasilan yang diperoleh. 

kegiatan usaha. pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek 

yang terutang pajak. 

(2) Membcrikan kesempatan untuk memasuki tempat alau 

ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna 

kclancaran pemeriksaan dan/atau 

(3) Membcrikan keterangan lain yang diperlukan apabila 

diperiksa. 

2) llak-hak Wajib Pajak 

Adapun hak-hak Wajib Pajak menurut Siti (2009: 25-26) 

adalah sebagai berikut: 

(a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam I (satu) Surat 

Pemberiluhuan Masa. 

(b) Mengajukan sural keberatan dan banding bagi Wajib Pajak 

dengan kriieria tertentu. 

(c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasiian untuk paling lama 2 

(dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. 
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(d) Membelulkan Sural Pemberitahuan yang telah disampaikan 

dengan menyampaikan pcmyataan tertulis, dengan syarat 

Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 

pemeriksaan. 

(e) Mengajukan permohonan pengembalian keiebihan pembayaran 

pajak. 

(f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas 

suatu: 

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(3) Surat Ketetapan Pajak Nihil 

(4) Surat Kelelapan Pajak Lebih Bayar atau 

(5) Pemolongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

(g) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan 

pajak atas Sural Keputusan Keberatan. 

(h) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas 

sualu: 

(1) Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(2) Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(3) Surat Ketetapan Pajak Nihil 

(4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau 



19 

(5) Pemolongan atau pemungutan pajak oleh pihak kcliga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

(i) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan 

pajak atas Surat Keputusan Keberatan. 

(j) Menunjuk seortuig kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(k) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga atas kcterlambatan [>elunasan 

kckurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib I'ajak 

menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasiian sebeium Tahun Pajak 2007, yang 

mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih 

besar dan diiakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun 

sctelah bcrlakunya UU No.28 Tahun 2007. 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

a. Pengerlian Nomor Pokok Wajib Pajak 

Menurut Siti (2009: 26), NPWP merupakan suatu sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak. Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 

Tahun 2007 Pa.sal I Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang 
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diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau indentitas wajib 

pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 

discbutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kanlor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal alau 

tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula terhadap 

wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah 

bcrdasarkan keputusan hakim alau dikehendaki secara tertulis 

berdasarkan perjanjian pcmisahan penghasiian dan harta. 

b. Fungsi NPWP 

Menurut Agus (2011: 19), selain sebagai identitas bagi wajib 

pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak juga memiliki fungsi: 

1) Untuk keperluan yang berkaitan dengan dokumen perpajakan. 

2) Untuk memenuhi kewajiban perpajakan. misalnya dalam pcngisian 

SSP. 

3) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang 

mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. 

seperti dokumen impor (PPUD. atau PIIJD). 
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4) Dapal digunakan unluk melakukan berbagai usaha yang 

berhubungan dengan pihak lain. 

4. Surat Pemberitahuan 

a. Pengerlian Surat Pemberitahuan 

Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1. 

Sural Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

unluk melaporkan pcrhitungan dan/atau pcmbayaran pajak, objek 

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Ada dua macam sural pemberitahuan, yaitu: 

1) Surat Pemberitahuan Masa (SPM) 

Sural Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan yang 

jangka waktu untuk menghitung. menyetorkan, dan melaporkan 

pajak yang lerhulang diiakukan dalam jangka waktu tertentu. Jenis 

pajak yang dilaporkan dengan SPM adalah PPh Pasal 21. PPh 

Pasal 22, PPh Pasal 23. PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2). 

2) Sural Pemberitahuan Tahunan (SPT) 

Surat Pemberitaliuan Tahunan adalah sural pemberitahuan yang 

jangka waktu pelaporannya selama satu tahun kalender, atau wajib 

pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 

kalender. Jenis pajak yang dilaporkan dengan SP T Tahunan adalah 
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PPh Pasai 21. PPh Badan. PPh Orang Pribadi. PPh Orang Pribadi 

Karyawan. 

Fungsi Surat Pemberitahuan 

Menurut Siti (2009: 44). bagi wajib pajak adalah sebagai sarana 

unluk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pcrhitungan jumlah 

pajak yang sebenamya terhutang dan untuk melaporkan tentang: 

1) Pembayaran atau pclunasan pajak yang lelah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 

satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

2) Penghasiian yang mcrupakan objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak. 

3) Harta dan kewajiban. 

4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 

atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu 

Masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

Jenis-jenis Sural Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi 

Menurut Agus (2011: 24-25). ada tiga jenis SPT orang pribadi 

dibedakan berdasarkan pcruntukkannya yaitu: 

1) Sural pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi 1770, 

dipcruntukkan bagi orang pribadi yang melakukan pekerjaan 

hcbas. tidak bekcrja pada suatu perusahaan atau pemberi kerja. 



23 

2) Surat pemberitahuan lahunan PPh orang pribadi 1770S, 

dipcruntukkan bagi orang pribadi yang bekerja pada satu 

perusahaan atau pemberi kerja dengan penghasiian bruto melcbihi 

Rp. 30.000.000 setahun. 

3) Surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi 1770SS, 

dipcruntukkan bagi orang pribadi yang bekerja pada satu 

perusahaan atau pemberi kerja dengan penghasiian bruto tidak 

melebihi Rp. 30.000.000 setahun. 

Ekstensifikasi Wajib Pajak 

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-

I78/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang cetak biru Kebijakan 

Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, 

Ekstensifikasi wajib pajak diartikan sebagai kegiatan mencari wajib pajak 

yang tersembunyi. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-

06/PJ.9/2001 tentang pclaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan 

Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai pengerlian 

sebagai berikut, "Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan pcnambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan 

objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak." 

Oleh karena itu ekstensifikasi pajak ini ditujukan untuk 

meningkatkan penerimaan perpajakan melalui pcnambahan jumlah subjek 

pajak dan perluasan objek pajak. Bila dikaitkan dengan sistem pemungutan 
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pajak, maka baik pada self assessmeni system maupun official system, 

kadang-kadang wajib pajak tidak mau mendaftar sendiri, kecuali apabila 

administrasi pajak mcnemukan bahwa wajib pajak tersebut memiliki 

kewajiban untuk membayar pajak. Maka administrasi pajak melakukan 

kegiatan ekstensifikasi wajib pajak. namun pcnambahan jumlah Wajib 

Pajak yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk meningkatkan jumlah 

NPWP. 

Dalam hal ini yang wajib terdaftar tentunya adalah wajib pajak 

yang efektif dan mampu untuk meningkatkan penerimaan Negara dari 

sektor pajak. Jadi masyarakat yang diwajibkan untuk terdaftar bukan 

sekedar memiliki penghasiian dl atas Penghasiian Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Bila Ekstensifikasi Wajib Pajak hanya untuk menambah Wajib 

Pajak baru atas pcnambahan jumlah NPWP, maka hal itu akan menjadi 

persoalan baru dan menambah beban administrasi pajak. 

Ruang lingkup pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan 

intensifikasi pajak sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001 tanggal I I jul i 2001 

tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak 

meliputi hal-hal berikut: 

a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP. termasuk 

pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak orang pribadi 

yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang 

bertempat tinggal diwilayah alau lokasi pemukiman atau perumahan, 

dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang betempat tinggal 
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di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan). yang menerima atau memperoleh 

penghasiian melebihi balas Pcnghasilan Tidak Kena Pajak (PI KP). 

b. Pemberian NPWP di lokasi usaha. termasuk pengukuhan sebagai PKP, 

terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi 

usaha di senlra perdagangan atau perbclanjaan atau perlokoan atau 

perkantoran atau mal pla/a atau kawasan industrl atau sentra ekonomi 

lainnya. 

c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap wajib 

pajak badan yang berdasarkan data yang memiliki atau diperoleh 

temyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau PKP baik di 

domisili atau lokasi. 

d. Penetuan jumlah angsuran PPh pasal 25 atau jumlah PPN yang harus 

disektor dalam tahun berjaian, dimulai sejak bulan januari tahun yang 

bersangkutan. 

e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam 

tahun berjaian. khususnya untuk PKP pedagang eceran. yang 

mempunyai usaha di sentra perdagangan atau pcrbelanjaan atau 

perokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi 

lainnya. 

Agar pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dapat diiakukan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. maka ekstensifikasi wajib pajak harus 

direncanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu: 
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1. KPP membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai 

NPWP dan alau surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP) 

sesuai dengan data yang dimiliki. 

2. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi yang 

diperlukan. 

3. KPP melaksanakan koordlnasi dengan Instansi diluar dirjen pajak yang 

tcrkait dalam pclaksanaan program ekstensifikasi pajak. 

4. KPP membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak 

yang terdapat dalam daftar nomatif dengan menggunakan formuiir 

untuk wajib pajak di wilayah pemukiman dan formuiir untuk wajib 

pajak disentra perdagangan dan perbclanjaan atau pertokoan atau 

perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra 

ekonomi lainnya. 

5. Kakanwil dirjen pajak dapat menentukan proritas pelaksanaan 

ekstensifikasi wajib pajak. 

Respon wajib pajak atas pemberitahuan yang disampaikan oleh 

KPP kepada wajib pajak Icrscbut ada beberapa kemungkinan menurut SE-

06/PJ.9/2001 langgal 11 Juli 2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi 

Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. yaitu: 

a. Wajib pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan 

diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi 

formuiir pcndaftaran Wajib Pajak dan atau PKP. 
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b. Wajib Pajak tidak menanggapi piemberitahuan walaupun 

pemberitahuan telah diterima. 

c. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa 

yang bersangkutan tidak wajib NPWP dan atau belum dikukuhkan 

sebagai PKP. 

d. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa 

yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan 

sebagai PKP. 

e. Wajib Pajak lidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali ke 

pos. 

Pajak Pengha.silan 

Menurut Siti (2009: 80), Pajak Penghasiian adalah pajak yang 

dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasiian yang diterima atau 

diperoiehnya dalam satu tahun pajak. Berdasarkan pada Undang-undang 

PPh No.36 tahun 2008 pada pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasiian 

dikenakan terhadap subjek pajak atas pcnghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam tahun pajak. Undang-undang ini mengatur pengenaan 

Pajak Penghasiian terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasiian 

yang diterima alau diperoiehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut 

dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasiian. 



28 

Subjek Dan Objek Pajak Penghasiian 

a. Subjek Pajak 

Menurut Siti (2009: 81). Subjek pajak pajak penghasiian adalah 

segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasiian 

dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasiian. Subjek Pajak 

akan dikenakan Pajak Penghasiian apabila menerima atau memperoleh 

penghasiian sesuai dengan peraturan pemndangan yang berlaku. 

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 36 l ahun 2008. 

subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1) Subjek Pajak orang pribadi 

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. 

2) Subjek Pajak harta warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan. 

menggantikan yang berhak. 

Wansan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek 

pajak pengganti. menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. 

3) Subjek Pajak badan 

Badan yaitu perkumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan asaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk bentuk apapun. 
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4) Subjek pajak dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan lidak bertempmt 

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia. 

Subjek pajak penghasiian juga dikelompokkan menjadi Subjek 

Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokan 

tersebut diatur dalam Pasal 2 ayal 2 UU No. 36 Tahun 2008. 

1) Subjek Pajak dalam negeri, adalah: 

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan. atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada 

di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia. 

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak. 

2) Subjek Pajak Luar Negeri. adalah: 

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
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bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, 

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan. dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasiian dari Indonesia tidak dari menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia, 

b. Objek Pajak 

Menurut Siti (2009: 86), yang menjadi objek pajak adalah 

segala sesuatu (barang. ja-sa. kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan 

pajak. Objek pajak penghasiian adalah penghasiian. yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang 

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 





BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis PcDclilian 

Menurut Sugiono (2006: 11), jenis-jenis penelitian berdasarkan lingkal 

eksplanasinya terdiri dari tiga macam, yaitu : 

1. Penelitian Deskriptif 

Peneiilian deskriptif adalah penelitian yang diiakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, balk satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 

2. Penelitian Komparalif 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan. yang 

vuriabclnya masih sama dengan penelitian variabel yang lebih dari satu 

atau dalam waktu yang berbeda. 

3. Penelitian Asosialif 

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif, karena untuk memperoleh gambaran mcngenai 

analisis ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap pcnerimaan pajak 

pcnghasilan orang pribadi, data yang diperoleh dalam penelitian perlu 

diiakukan penjabaran secara ringkas, padat dan jelas melalui pendeskripsian 

dari hasil penelitian tersebut. Sehingga dapat diperoleh hasil mengenal analisis 
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ekslcnsifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap pencrimaan pajak 

penghasiian orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang 

llir T imur. 

B. Tempat Penelitian 

Tcmpal peneiilian yang akan diiakukan ini adalah Kantor I'eiayanan 

Pajak Pralama Palembang llir Timur (Kode KPP : 301). yang beralamat di 

Jin. Kaptcn A.Rivai No.4 Palembang - 30129 Telp. (0711) 313870. 354246 

Fax. (0711) 354389. Wilayah Kerja : Kecamatan llir T imur I , Ilir T imur I I , 

Sako. 
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C. Operasionalisasi Variabel 

Tabel III .I 
Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Ekstensifikasi Kegiatan yang 
berkaitan dengan 
pcnambahan jumlah 
wajib pajak. 

1. Membuat daftar 
nominalifwajib 
pajak yang belum 
mempunyai NPWP/ 
SPPKP. 

2. Mempersiapkan 
sarana dan prasarana 
administrasi. 

3. Melaksanakan 
koordinasi dengan 
instansi diliiar dirjen 
pajak yang terkail. 

4. Membuat dan 
mengirimkan 
pemberitahuan pada 
wajib pajak. 

5. menentukan proritas 
ekstensifikasi wajib 
pajak. 

Wajib pajak Orang pribadi/badan 
yang meliputi 
pembayaran.pemotong 
an, & pemungutan 
pajak yang mempunyai 
hak & kewajiban 
perpajakan sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Jumlah Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
penode tahun 2008-
2010. 

Pajak 
Pcnghasilan 
(PPh) 

Pajak Penghasiian 
adalah pajak yang 
dikenakan terhadap 
subjek pajak alas 
penghasiian yang 
diterima atau 
diperoiehnya. 

Jumlah Penerimaan 
Pajak Penghasiian 
(PPh) Orang Pribadi 
periodc tahun 2008-
2010. 

Sumber: Penulis. 2012 
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D. Data yang Diperlukan 

Berdasarkan sumbernya menurut Hanke & Reilsch (dalam Mudrajad 

Kuncoro, 2003: 127). sumber data umumnya berasal dari : 

1. Data Primer 

Data primer biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original. 

2. Data sekunder 

Data Sekunder biasanya telah dikumpuikan oleh lembaga pengumpul data 

dan dipublikasikan pada masyarakat pengguna data. 

Data yang digunakan dalam penelitian yang akan diiakukan adalah 

data primer, bcrupa: 

1. Gambaran Umum dan Sirukiur Organisasi KPP Pratama Palembang 

Ilir Timur. 

2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPI' Pratama 

Palembang llir Timur untuk periodc 2008-2010. 

3. Jumlah Pcnerimaan Pajak Penghasiian Orang Pribadi pada KPP 

Pratama Palembang Ilir Timur untuk periode 2008- 2010. 

£ . Teknik Pengumpulan data 

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002: 152) Teknik 

pengumpulan data terdiri dari: 
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1. Observasi 

Observasi (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. 

2. Survei 

Survei merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan 

instrumen untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara berkomunikasi 

langsung dengan responden. 

4. Kuesioner 

Kuesioer merupakan pengumpulan data dengan cara membcrikan daftar 

pertanyaan kepada responden untuk diisi. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan 

penyelidikan melalui sumber dokumen, baik yang terjadi dimasa sekarang 

maupun peristiwa di masa lalu. 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu dengan cara 

komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang berwenang atau orang 

yang dianggap dapat mcmberikan informasi yang dibutuhkan dan 

dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen atau data yang relevan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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F. Analisis Data dan Teknik Analisis 

1. Analisis Data 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2009: 145) metode analisis data terdiri dari: 

a) Analisis Kuantltatif 

Analisis Kuaniilalif adalah suatu metode analisis data yang diukur 

dalam suatu skala numerik (angka). 

b) Analisis Kualitalir 

Analisis Kualilalif adalah suatu metode analisis data yang diukur 

dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata alau 

dalam bentuk kalimat. 

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualltatif. karena mcmberikan penjelasan mengenai analisis 

ckstensillkasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak 

penghasiian orang pribadi pada KPP Pratama Palembang llir Timur. 

2. Teknik Analisis 

ieknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara menyajikan tabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan 

jumlah pcnerimaan pajak penghasiian orang pribadi serta uraian 

penjelasan mengenai analisis ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi 

terhadap penerimaan pajak penghasiian orang pribadi pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penilitian 

1. Sejarah Singkal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang llir 

Timur 

Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 

sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Penibahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Madya, dan Kanlor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. dan Kantor Pelayanan, 

Penyuluhan dan Konsulta.si Perpajakan (KP2KP). Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama adalah instansi vertkal DJP yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanlor Wilayah. 

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang llir 

Timur yang daerah administrasinya meliputi Kecamatan Ilir Timur I . 

Kecamatan llir Timur I I , Kecamatan Kemuning. Keeamatan Kalidoni dan 

Kecamatan Sako bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 

Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang 

bcrkedudukan di Palembang. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor ; KEP-159/PJ/2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata 
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Kcija dan Saal Mulai bcroperasinya Kanlor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Bcngkulu dan Lampung, Kanlor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Kalimantan Selatan dan Tengah dan Kantor Wilayah Kalimantan Barat 

Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pclayanan. Penyuluhan 

dan Konsultasi Perpajakan di I.ingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Sumatera Utara I I , Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. dan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, saat mulai 

bcroperasinya KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah 9 September 

2008. 

2. Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palembang llir Timur. 

a. Tugas 

Sesuai Pasal 58 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 

132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tersebut. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Palembang llir T imur mempunyai tugas 

melaksanakan penyuluhan. pelayanan. dan pengawasan Wajib Pajak di 

bidang Pajak Penghasiian (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM. Pajak Tidak Langsung Lainnya 

(PTT.L). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak 
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atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Fungsi 

Sesuai Pasai 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 132/PMK.0I/2006 tanggal 22 Desember 2006, dalam 

melaksanakan tuga.snya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang 

llir ( imur menyclenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1) Pengumpulan, pencanan dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan. penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan 

subjek pajak. serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. 

2) Penetapan dan penerbilan produk hukum perpajakan. 

3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan. penerimaan 

dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat 

lainnya. 

4) Penyuluhan perpajakan. 

5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 

6) Pelaksanaan ekstensifikasi. 

7) Pcnatausahaan piutang pajak dan pclaksanaan penagihan pajak. 

8) Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

9) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

10) Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 

11) Pelaksanaan intensifikasi. 
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12) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak 

alas Tanah dan/atau Bangunan. 

13) Pelaksanaan administrasi kantor. 

3. Struktur Ot^anlsasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang 

llir Timur 

Sesuai Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Dsember 2006. Susunan Organisasi 

Kanlor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur terdiri dari: 

1) Kepala Kantor 

2) Subbagian umum 

3) Seksi Pengolahan data dan informasi (PDl) 

4) Seksi Pelayanan 

5) Seksi Penagihan 

6) Seksi Pemeriksaan 

7) Seksi Hkstensifikasi Perpajakan 

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 

9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 

10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3 



BAGAN ORGANISASI 
KPP PALEMBANG I L I R TIMOR 

K A N T O R 
P E L A Y A N A N P.AJAK 

Sub. 
Bagian Umum 

Seksi 
Pengolahan Data 

Dan [nformasi 

Seksi 
Pelavanan 

Seksi 
Penagihan 

Seksi 
Pemeriksaan 

Seksi 
Ekstensifikasi 

Pajak 

Seksi 
Pengawasan 

Dan Konsultasil 

Seksi 
Pengawasan 

Dan Konsuttasi2 

Seksi 
Pengawasan 

Dan Kcinsuliasi3 

Kelompok 
Jabatan Fungsionai 
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Bcrdasarkan struktur organisasi ini, dapal dijelaskan secara ringkas 

mengenai tugas dan kegiatan dari masing-masing bagian, yaitu: 

I ) Kepala Kantor 

a) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak bcrdasarkan 

potensi pajak, fierkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta 

realisasi penerimaan pajak tahun lalu. 

b) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam 

rangka intensifikasi /ekstensifikasi perpajakan. 

c) Menetapkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB. SKPN, SKKPP, 

Pbk, SKB, SPMKP. SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, 

SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, 

SKBN serta produk hukum lainnya. 

d) Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang 

strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensiflkasi 

perpajakan. 

e) Menjamin tcrlaksananya pengolahan data Wajib Pajak guna 

menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh 

Kanlor Pajak lain. 

t) Menetapkan penyusunan monografi Perpajakan. 

g) Menjamin tcrlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran 

masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPn BM, serta 

pcmbayaran PBB dan BPHTB. 
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h) Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan 

yang yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian 

sehubungan dengan Sural Pemberitahuan Tahunan yang tidak 

disampaikan (kempos). 

i) Menetapkan surat ketetapan pajak bcrdasarkan Laporan 

Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak 

sederhana lapangan/kantor) dan daftar wajib pajak yang akan 

diterbitkan sural ketetapan pajak guna memberikan kepastian atas 

besamya pajak yang terutang. 

j ) Menjamin pcnatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas 

wajib pajak/penanggung pajak. 

2) Sub bagian umum 

a) Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak 

yang bukan dari Wajib Pajak. 

b) Melaksanakan pengumsan surat keluar dari lingkungan Kantor 

Pelayanan Pajak. 

c) Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak). 

d) Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna 

atau telah memenuhi jadwal retensi arsip. 

e) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian. 

f) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4 dan 

Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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g) Melaksanakan DaRar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) 

Pejabat Fungsionai. 

h) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Kantor 

Pelayanan Pajak. 

i) Melaksanakan penerimaan DaRar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DlPA) dari Kantor Wi lay ah/Kan tor Pusat. 

j ) Melaksanakan inventarisasi alat perlengkapan kantor/alat lulls 

kantor/foimulir. 

3) Seksi Pengolahan data dan informasi (PDI) 

a) Mcnyusun Fstimasi Penerimaan Pajak bcrdasarkan potensi pajak, 

perkembangan ekonomi dan keuangan. 

b) Melaksanakan pcngumpulan dan pengolahan data. 

c) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran 

informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan. 

d) Melaksanakan perckaman dan validasi dokumen perpajakan. 

e) Melaksanakan perbaikan (updating) data. 

f) Melaksanakan urusan tata usaha pencrimaan perpajakan. 

g) Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi 

e-SPTdan e-llling. 

h) Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer. pcmeliharaan 

basis data, back up data, transfer data dan recovery data, perangkat 

lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan KPP. 
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i) Melaksanakan penyajian informasi perpajakan. 

j ) Mcnyusun konsep tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) 

dari instansi pengawasan fungsionai. 

4) Seksi Pelayanan 

a) Melaksanakan pcnerimaan dan pcnatausahaan .surat-sural 

permohonan dari wajib pajak dan sural lainnya. 

b) Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak. Objek Pajak 

dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

c) Melaksanakan penerbilan STP, SKPKB, SKPKB'r. SKPLB, 

SKPN. SKKPP. Pbk. SKB. SPMKP. SPMIB, SKP PBB, SKKP 

PUB. STP PBB. SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB. SKBN serta 

produk hukum lainnya. 

d) Melaksanakan penerbilan Sural Penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). serta pernbalalan/pcmbcluIan STP, SKPKB, SKPKBT, 

SKPLB, SKPN. SKKPP. Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, 

DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB. STTS. SKBKB, 

SKBKBT, STB. SKBLB. SKBN dan produk hukum lainnya. 

e) Melaksanakan penerbilan Siuat Keputusan Pembetulan produk 

hukum Kantor Pelayanan Pajak. 

f) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk 

pindah ke Kanlor Pelayanan Pajak baru, baik domisiii/status 

maupun kewajiban perpajakan lainnya. 
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g) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk 

pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisiii/status 

maupun kewajiban perpajakan lainnya. 

h) Melaksanakan penyiapan pengambilan formuiir SPT Tahunan PPh 

berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan 

pcnatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta 

penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan 

Wajib Pajak. 

i) Melaksanakan penerimaan dan pcnatausahaan SPT Tahunan, SPT 

Masa, S I rs, STB, SSB dan SPOP. 

j ) Melaksanakan penerbitan Sural Keterangan NJOP. 

5) Seksi Penagihan 

a) Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan. 

b) Melaksanakan penatausahakan Sural Setoran Bukan Pajak (SSBP) 

atas pelaksanaan SP dan SPMP. 

c) Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/Penundaan 

Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pclayanan kepada 

Wajib Pajak. 

d) Menelili penerbitan konsep Surat Teguran, Sural Paksa, Surat 

Perintah Melakukan Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran 

kepada Pimpinan Bank tempat kekayaan Penanggung Pajak 

tersimpan dalam rangka pencalran tunggakan pajak. 
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e) Menelili pembuatan Permintaan Jadwal Waktu dan Tcmpat Lctang 

ke Kantor Pelayanan Piutang dan Leiang Negara sebagai Dasar 

Pelaksanaiui Leiang I larta milik atau kekayaan Pcnangung Pajak. 

f) Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Leiang kepada Wajih 

Pajak serta Media Massa dalam riingka informasi leiang harta 

Wajib Pajak. 

g) Meneliti pembuatan Surat Pencabutan Sita/Pcmblokiran dan 

Pembatalan Leiang Harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak 

Tclah Melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajaknya dan atau 

karena putusan pengadilan. 

h) Meneliti penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan 

penerimaan pajak. 

i) Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak. 

j ) Membuat laporan pclaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk 

mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak. 

6) Seksi Pemeriksaan 

a) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar 

pelaksanaan tugas dapat berjaian lancar. 

b) Menyusun Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan 

Pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa. 

c) Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian 

pemeriksaan. 
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d) Mengajukan usulan permohonan perluasiin pemeriksaan. 

e) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan. 

t") Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi 

pemeriksaan. 

g) Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajaksm lainnya. 

h) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. 

i) Melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa. 

j ) Melaksanakan peminjaman berkas dan data Wajib Pajak serta 

Daftar Tunggakan Wajib Pajak dari Seksi Pelayanan dan Seksi 

Penagihan. 

7) Seksi FkstensiTikasi Perpajakan 

a) Membuat konsep rencana keija Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 

b) Membuat konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau 

pcmeliharaan basis data) obyek dan subyck pajak. 

c) Membuat konsep surat tugas pendataan (pembentukan dan/atau 

pcmeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak. 

d) Membuat konsep sural tugas pengumpulan dan pengolahan data 

transaksi properti (data penawaran) 

e) Membuat konsep sural tugas pclaksanaan pengumpulan dan 

pengolahan data upah pekerja dim harga bahan bangunan untuk 

analisis dan penyusunan DBKB. 
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f) Membuat konsep rencana kerja penilaian (massal dan atau 

individual) obyek pajak. 

g) Membuat konsep surat tugas pclaksanaan penilaian massal obyek 

pajak. 

h) Membuat konsep sural tugas pelaksanaan penilaian individual 

obyek pajak. 

i) Membuat konsep surat tugas Penilaian Kcmbali (Kaji ulang) obyek 

pajak dalam rangka keberatan. 

j ) Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan. 

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

a) Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, 

perkembangan ekonomi dan keuangan. 

b) Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta 

penelitian dan analisa kepatuhan materia! Wajib Pajak atas 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

c) Meneliti pelaksanaan bimbingan/himbauan mcngenai ketentuan 

perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. 

d) Menetapkan pembualan/pemutakhiran Profil Wajib Pajak serta 

usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka 

pengawasan dan pemulakhiran data Wajib Pajak. 

e) Menelili pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data 

Matching). 
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0 Meneliti konsep Sural Pemberitahuan Perubahan Besamya 

Angsuran PPh Pasal 25 bcrdasarkan data yang diterima sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

g) Meneliti konsep penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran 

angsuran PPh Pasal 25. 

h) Meneliti konsep penerbitan Surat Keterangan Bebas 

Pemotongan/I'emungutan PPh dan Pemungutan PPN. 

i) Meneliti Bukti Pemindahbukuan (Pbk) secara jabatan. 

j ) Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak 

termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7. Pasal 8 ayat (2). Pasal 9 

ayat {2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3). 

4. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang llir 

Timur 

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak 

Visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah "Menjadi institusi 

pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi Perpajakan 

modem yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan 

integritas dan profesionalisme yang tinggi". Dari penggalan kalimat visi 

yang pertama menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak ingin 

menjadi suatu institusi pemerintah yang menjalankan sistem 

administrasi perpajakan modem, efektif. efisien. dan dipercaya 

masyarakat. Hfcktif dan efisien artinya bahwa Direktorat Jenderal Pajak 
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melakukan pengukiiran dan pertanggungjawaban terhadap sistem 

modem yang dijalankan tersebut. 

Dipercaya oleh masyarakat memiliki arti yaitu Direktorat 

Jenderal Pajak memastikan masyarakat yakin bahwa sistem 

administrasi perpajakan memberikan manfaat yang sebesar-besamya 

kepada masyarakat. bangsa, dan negara. Modem, efektif, efisien, dan 

dipercaya masyarakat mengacu kepada penyelenggaraan sistem dimana 

dibutuhkan peran dari sumber daya manusia sebagai subjek 

penyelenggara sistem tersebut. Peran sumber daya manusia diangkat 

melalui kata integritas dan profesionalisme. sehingga sistem 

administrasi perpajakan dimaksud di atas dilaksanakan oleh sumbcr 

daya manusia Direktorat Jenderal Pajak yang berlntegritas dan memiliki 

profesionalisme tinggi. 

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur 

yang mcmpakan inslansi vertikal Direktorat Jederal Pajak adalah 

"Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system 

administrasi Perpajakan modem yang efektif. efisien, dan dipercaya 

masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi". 

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak 

Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Direktorat Jenderal 

Pajak sebagaimana discbutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 132/PMK.01/2006. maka Direktorat Jenderal Pajak memiliki 

misi "Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-
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Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian 

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui 

system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien". Misi tersebut 

menjelaskan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk 

menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan 

pemerintah. Peran Direktorat Jenderal Pajak tersebut dijalankan melalui 

sistem adminislrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem 

administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam 

rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan [>cnelitian yang penulis lakukan pada Kanlor Pelayanan 

Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, maka pada sub bab ini akan 

menganalisis mengenai ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap 

penerimaan pajak pcnghasilan orang pribadi. Dalam analisis ekstensifikasi 

wajib pajak orang pribadi terhadap pencrimaan pajak pcnghasilan orang 

pribadi, penulis menggunakan data dari jumlah wajib pajak orang pribadi pada 

lahun 2008 sampai dengan 2010 dan jumlah penerimaan pajak penghasiian 

orang pribadi tahun 2008 sampai dengan 2010. 

Ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Palembang llir Timur 

Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai tujuan. KPP Pratama 

Palembang llir (imur mcnerapkan konsep manajemen yang lazim berlaku 
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secara umuni. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi. 

petugas pelaksana kegiatan harus memperhatikan sistem dan prosedur yang 

iTcriaku. Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pralama Palembang 

llir Timur selama in! berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 

Nonior SE-06/PJ.09/2001 tentang pelaksanaan likstensillkasi Wajib Pajak dan 

Intensifikasi Pajak. Agar pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dapat 

diiakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. maka ekstensifikasi wajib 

pajak harus direncanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu: 

a. Membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai 

NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). 

Disini KPP membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum 

mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

(SPPKP) sesuai dengan data yang dimiliki. Terdapat beberapa hal yang 

hams dikerjakan terlebih dahulu oleh KPP Pratama Palembang llir Timur 

dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak, yakni mengumpulkan 

data, identifikasi data dan membandingkan data yang tclah diidenliftkasi 

dengan Master File Lokal melalui program Sistem Informasi Perpajakan. 

Data tersebut bisa didapatkan dari intern DJP (data intern) maupun 

ekstemal DJP (data ekstem). 

Data yang telah dikumpuikan tersebut kemudian diidentifikasi dan 

dicocokkan dengan Master File Lokal (MFL). Apabila data yang 

dkumpulkan tersebut cocok dengan Master File Eokal dan wajib pajak 

telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili wajib pajak sesuai dengan 
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MFL. maka selanjulnya akan diiakukan pemulakhiran daftar nominatif 

wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau SPPKP dengan cara 

membcrikan Catalan bahwa wajib pajak yang bersangkutan telah terdaftar 

dan sekaligus mencanlumkan NPWP dalam kolom keterangan pada daftar 

nominatif tersebut. Masil yang dipicrolch dari penelitian ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu data milik Wajib Pajak yang sudah 

punya NPWP dan data milik Wajib Pajak yang belum punya NPWP. 

Data milik Wajib Pajak yang sudah punya NPWP kemudian 

diarsipkan ke dalam berkas Wajib Pajak tersebut. Sedangkan data milik 

Wajib Pajak yang belum punya NPWP selanjutnya dipisahkan untuk 

dipilih data yang akan dijadik:in dasar dalam melakukan 

himbauan/pemberitahuan. Data yang dijadikan dasar dalam melakukan 

himbauan/pemberitahuan tersebut diberi tanda (lick mark, stabilo) agar 

mudah dikcnali. yang selanjutnya akan diolah lagi oleh seksi pengolahan 

data dan informasi. 

b. Mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi yang diperlukan. 

Pada penjelasan .sebelumnya dijelaskan bahwa KPP Pratama 

Palembang llir Timur membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum 

mempunyai NPWP/NPPKP sesuai dengan data yang dimiliki. lalu disini 

dilanjuli dengan KPP Pratama Palembang Ilir Timur harus mempersiapkan 

sarana dan prasarana administrasi yang diperlukan. yaitu bcrupa Register 



55 

Pemberitahuan. File liimhauan NI'WP guna untuk pelaksanaan 

ekstensifikasi wajib pajak. 

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi diluar dirjcn pajak yang 

tcrkait. 

Setelah KPP Pratama Palembang Ilir Timur mempersiapkan sarana 

dan prasarana administrasi yang diperlukan, disini pihak KPP Pratama 

Palembang Ilir Timur juga melakukan koordinasi dengan inslansi diluar 

dirjen yang tcrkait dalam pelaksanaan ek.stensifikasi wajib pajak karena 

kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka menjaring Wajib Pajak 

pada dasamya bertumpu pada ketersediaan data baik dari pihak internal 

DJP maupun dari pihak ekstemal DJP. 

Oleh karena itu agar kegiatan ekstensifikasi tersebut dapal 

memperoleh hasil yang maksimal maka dibutuhkan ketjasama antara DJP 

dengan pihak lain, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan swasta 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna untuk mengukur 

besamya potensi pajak yang ada, seperti dengan pemerintah Kola 

Palembang maupun dengan Kecamatan Ilir Timur I , Ilir Timur I I . dan 

Sako yang termasuk dalam wilayah kerja KPP Pralama Palembang llir 

Timur agar mempermudah pihak KPP Pratama Palembang llir l imur 

dalam melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak. 
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d. Membuat dan mengirimkiin pemberitahuan pada wajib pajak. 

Selelah melakukan koordinasi dengan inslansi diluar dirjen pajak 

yang tcrkait. maka KPP Pratama Palembang Ilir Timur membuat dan 

mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam 

daflar nominatif yang telah dibuat tadi dengan menggunakan formuiir 

untuk wajib pajak di wilayah pemukiman dan formuiir untuk wajib pajak 

disentra perdagangan dan perbclanjaan, pertokoan, perkantoran, mall atau 

plaza, kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya. 

Disini seksi ekstensifikasi pajak membuat dan kemudian 

mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak. dengan dilampiri 

formuiir pcndaftaran wajib pajak. pemyataan wajib pajak mcngenai 

peredaran u.saha dan formuiir jawaban berupa formuiir pemberitahuan 

telah memiliki NPWP dan/atau Sural Pengukuhan Sebagai PKP dan 

formuiir pemyataan tidak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP 

dan/atau melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

Setelah pihak KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengirimkan 

pemberitahuan kepada wajib pajak untuk menjaring wajib pajak yang 

berusaha disentra perdagangan atau perbclanjaan, pertokoan, perkantoran. 

mall atau plaza, kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya dan KPP 

Pratama Palembang Ilir Timr juga melaksanakan wawancara dan 

pengumpulan data secara langsung terhadap keseluruhan wajib pajak yang 

berada di sentra tersebut. Maka KPP Pralama Palembang llir Timur 
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mcnunggu respon yang yang timbul dari pemberitahuan tersebut. Terdapat 

lima kemungkinan jawaban dari wajib pajak yaitu: 

1. Wajib pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan 

diberikan NPWP dan alau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi 

formuiir pcndaftaran Wajib Pajak dan atau PKP. 

2. Wajib Pajak lidak menanggapi pemberitahuan walaupun 

pemberitahuan tclah dilcrinia. 

3. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa 

yang bersangkutan tidak wajib NPWP dan atau belum dikukuhkan 

sebagai PKP. 

4. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa 

yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan 

sebagai PKP. 

5. Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali ke 

kantor pos (Kemptis). 

Tindakan yang diiakukan oleh KPP Pratama Palembang llir Timur 

dalam menanggapi jawaban wajib pajak tersebut yaitu: 

1. Terhadap Wajib Pajak yang menanggapi pemberitahuan dan bersedia 

untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan 

sebagai PKP dengan mengi.si formuiir pcndaftaran Wajib Pajak dan 

atau pengukuhan PKP diiakukan proses pemberian NPWP dan atau 

pengukuhan sehagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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2. Untuk Wajib Pajak yang tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun 

pemberitahuan telah diterima, akan diiakukan proses pemberian 

NPWP dan atau PKP secara jabatan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

3. Bagi Wajib Pajak yang menanggapi pemberitahuan dengan 

menyatakan bahwa yang bersangkutan lidak wajib mempunyai NPWP 

dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP. diiakukan Pemeriksaan 

Sederhana Lapangan (PSL). 

4. Apabila Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan 

bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan telah 

dikukuhkan sebagai PKP, maka data tersebut akan dicocokkan dengan 

Master File Lokal. Dalam hal wajib pajak telah terdaftar dengan nama 

dan alamat domisili wajib pajak sesuai dengan MFL, diiakukan 

updating dalam daftar nominatif dengan sekaligus mencanlumkan 

NPWP dalam kolom keterangan. Dalam hal wajib pajak telah terdaftar 

namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL. diiakukan PSL 

dan juga apabila wajib pajak temyata belum terdaftar maka akan 

diiakukan PSL. 

5. Dalam hal Wajib Pajak tidak menanggapi karena pemberitahuan 

kempos, maka terhadapnya harus dilaksanakan PSL. Namun dalam 

praktik di lapangan, PSL terhadap Wajib Pajak yang diproses secara 

jabatan tersebut sangat jarang diiakukan, alasannya adalah kebanyakan 

dari mereka merupakan wajib pajak karyawan yang kewajiban 
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perpajakannya diiakukan melalui pemberi kerja. Kondisi senipa untuk 

pemberitahuan yang kempos, PSL yang seharusnya diiakukan, 

sekarang tidak lagi dilaksanakan, karena berdasarkan pcngataman 

sebelumnya hampir semua PSL terhadap Pemberitahuan yang kempos 

hasilnya hanya Laporan Sumir. maksudnya adalah laporan dimana 

wajib pajak tidak dilemukan yang disebabkan alamat wajib pajak tidak 

jelas atau wajib pajak telah pindah. 

e. Menentukan prioritas ekstensifikasi wajib pajak. 

Disini Kakanwil dirjen pajak dapat menentukan proritas 

pelaksanaan ekstensitikasi wajib pajak. Ada dua jenis dari pclaksanaan 

ekstensifikasi wajib pajak yakni pelaksanaan ekstensifikasi secara ruitn 

dan occational. Maksud rutin disini adalah apabila di wilayah kerja KPP 

Pratama Palembang Ilir Timur terdapat data-data yang harus diiakukan 

ekstensifikasi wajib pajak misalnya saja terdapat perumahan-perumahan 

ataupun perusahaan-perusahaan baru maka pihak dari KPP Pratama 

Palembang llir Timur akan melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak. Dan 

occational disini maksudnya adalah tergantung dari program-program 

yang dibuat oleh DJP. misalnya saja program PWPM (Pcndaftaran Wajib 

Pajak Massal) yang diiakukan pada tahun 2009-2010 untuk meningkatkan 

jumlah wajib pajak. 

Dilihat dari prosedur pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak sesuai 

dengan SE-06/PJ.9/2001, maka KPP Pratama Palembag Ilir Timur sudah 
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menjalankan ekslcnsifikasi wajib pajak sesuai dengan prosedur yang ada. 

Dimana ekstensifikasi wajib pajak yang diiakukan KPP Pratama 

Palembang Ilir Timur dengan membuat daftar nominatif wajib pajak yang 

belum mempunyai NPWP dan atau sural pengukuhan pengusaha kena 

pajak (SPPKP) sesuai dengan data yang dimiliki, mempersiapkan sarana 

dan prasarana administrasi yang diperlukan, melaksanakan koordinasi 

dengan instansi diluar dirjen pajak yang tcrkait. membuat dan 

mcngirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam 

daftar nominatif dengan menggunakan formuiir untuk wajib pajak di 

wilayah pemukiman dan formuiir untuk wajib pajak disentra perdagangan 

dan perbelanjaan, pertokoan. dan kawasan industri atau sentra ekonomi 

lainnya dan menentukan proritas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. 

EKstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pencrimaan Pajak 

Penghasiian Orang Pribadi 

Setelah membahas mengenai ekstensifikasi wajib pajak pada KPP 

Pratama Palembang Ilir Timur maka selanjutnya akan dibahas mengenai 

ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak 

pcnghasilan orang pribadi. Hasil dari ekslcnsifikasi wajib pajak orang pribadi 

yang diiakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur 

tcrnyata dapat meningkatkan jumlah wajib pajak urung pribadi, selama ini 

perluasan wajib pajak diiakukan melalui ekstensifikasi wajib pajak. dimana 

calon wajib pajak dijaring atau dtsisir melalui pemberi kerja atau 
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bendaharawan pemerintah dan non karyawan bcrdasarkan property base 

sasarannya perlokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen, dll. 

Ekstensifikasi wajib pajak juga menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum. keadilan 

dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan 

demikian apabila wajib pajak mentaati peraturan perundangan-undangan 

perpajakan tersebut diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat pula 

meningkatkan pendapatan kas negara. 

Tujuan diadakannya ektensifikasi wajib pajak tersebut adalah untuk 

melakukan pemulakhiran data objek pajak yang melakukan kegiatan usahanya 

atau memiliki tempat usaha dipasar perdagangan, pertokoan, yaitu dengan 

pemberian NPWP berdasarkan azaz domisili, sehingga adanya NPWP tersebut 

maka pemenuhan akan kewajiban perpajakan akan timbul dengan mengacu 

pada prinsip self assessment. Selain itu karena sasaran ekstcnlesikasi wajib 

pajak diiakukan secara menyeluruh terhadap setiap tempat usaha yang 

dimiliki, dikuusai. atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang 

telah memiliki NPWP maupun belum. Adanya sasaran ekstensifikasi wajib 

pajak tersebut maka pemulakhiran data dan identitas wajib pajak ditentukan, 

dengan adanya pemulakhiran data dan identitas wajib pajak tersebut jelas akan 

meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi maka diharapkan pula akan 

meningkatkan penerimaan pajak penghasiian orang pribadi. 
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Ekstensifikasi wajib pajak yang diiakukan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Palembang llir Timur selama tiga tahun belakangan ini yakni 

dari tahun 2008 s/d 2010 sudah berjaian dengan baik. untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tahcl dibawah ini: 

Tabel IV. l 
Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 

KPP Pratama Palembang llir Timur 
Periode 2008-2010 

(dalam jiwa) 

No Bulan 2008 2009 2010 
1 Januari 44.493 60.915 77.688 
2 Eebruari 44.770 64.199 79.313 
3 Maret 45.148 67.737 81.291 
4 April 46.805 69.542 82.556 
5 Mei 46.059 70.810 83.383 
6 Juni 46.366 71.841 84.354 
7 Juli 47.942 72.911 85.306 
8 Agustus 48.166 73.982 86.093 
9 September 48.496 74.636 86.713 
10 Oktober 49.403 75.557 87.513 
11 November 51.505 76.340 88.223 
12 Desember 56.982 77.037 89.075 

56.982 77.037 89.075 
Sumbcr: KPP Pralama Palembang Ilir Timur tahun 2008-2010. 

Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur merupakan orang 

pribadi atau badan. meliputi pembayar pajak, pemolong pajak, dan pemungut 

pajak. yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berada dalam 

lingkungan KPP Pratama Palembang llir Timur. Bcrdasarkan tabel IV . l 

mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang 

Ilir Timur periode tahun 2008-2010 terlihat jelas terjadi peningkatan jumlah 

wajib pajak setiap lahunnya. 
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Peningkatan ini sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam 

melaksanakan Ekstensifikasi perpajakan dengan cara meningkatan kesadaran 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mcmfokuskan pada 

fienambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam 

administrasi Dirjen Pajak. Ektensifikasi wajib pajak orang pribadi tersebut 

juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasiian 

orang pribadi. akan tetapi pada kenyataannya peningkatan jumlah wajib pajak 

orang pribadi tidak seialu meningkatkan jumlah pencrimaan pajak 

penghasiian orang pribadi pada K.PP Pralama Palembang llir Timur. l erlihat 

jelas pada tabel dibawah ini: 

Tabel IV.2 
Jumlah Penerimaan Pajak Penghasiian Orang Pribadi 

KPP PratumaPalembang Ilir Timur 
Periode 2008-2010 

(dalam rupiah 
No Bulan 2008 2009 2010 

1 Januari 1.301.838.780 954.895.371 994.625.608 
2 T'ebruari 719.936.476 322.953.076 1.116.825,982 
3 Maret 7.749.824.274 5.621.967.814 3.805.799.291 
4 April 683.240.948 1.187.140.066 1.035.893.215 
5 Mei 641.402.255 850.760.502 1.093.433.201 
6 Juni 637.438.345 911.640.100 1.046.365.730 
7 Juli 672.558.448 874.689.609 990.641.990 
8 Agustus 675.714.073 848.974.252 1.076.003.268 
9 September 825.419.650 838.881.011 889.765.325 
10 Oktober 734.355.793 889.339.946 1.000.756.192 
11 November 715.725.624 1.140.590.239 1.089.366.617 
12 Desember 6.860.440.943 1.402.515.288 1.145.941.436 

T O T A L 22.217.895.609 15.844.347.274 15.285.417.855 
Sumber : KPP Pratama Palembang l l i r ' rimur tahun 2008-2010. 

Sedangkan tertulis dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No.I32/PMK.01/2006 menyatakan bahwa bertambahnya 
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jumlah wajib pajak maka akan diiringi dengan peningkatan jumlah 

penerimaan pajak. Beberapa alasan yang menyebabkan perbedaan banyak 

sedikitnya wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilanya yaitu masih 

banyaknya wajib pajak yang memiliki status NE (Non Efektif) dan juga besar 

kecilnya pembayaran pajak oleh wajib pajak efektif yang menjadi 

pertimbangan penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. 

Penerimaan pajak penghasiian orang pribadi KPP Pratama Palembang llir 

Timur merupakan jumlah penerimaan pajak penghasiian orang pribadi yang 

dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan angsuran tunggakan pajak 

tahun-tahun sebelumnya yang termasuk dalam wilayah KPP Pratama 

Palembang llir Timur. 

Berdasarkan tabel IV.2 diatas tentang jumlah penerimaan pajak 

penghasiian orang pribadi pada KPP Pratama Palembang llir Timur periode 

tahun 2008-2010 terlihat jelas mengalami fluktuasi tiap bulannya dan seialu 

menurun dari lahun ke tahunnya yakni dari tahun 2008 sampai dengan 2010. 

Utamanya penerimaan pajak penghasiian orang pribadi yang semakin 

menurun pada tahun 2008 ke 2009 yang mengalami penurunan sebesar Rp 

6.373.548.335 dan dari tahun 2009 ke 2010 sebesar Rp 558.292.419. Jumlah 

penerimaan pajak penghasiian orang pribadi paling rendah yaitu terlihat pada 

tahun 2010 sebesar Rp 15.285.417.855 sedangkan jumlah penerimaan pajak 

penghasiian orang pribadi paling tinggi yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp 

22.217.895.609. Hal ini berarti secara garis besar upaya pengamanan 
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pcnerimaan pajak mclalui pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan pada pada 

KPP Pratama Palembang llir Timur betum tcrlaksana secara optimal. 

Terlihat pada tabcl IV . l dimana terjadi kenaikan/peningkatan jumlah 

wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya, tetapi tidak berbanding lurus pada 

tabcl IV.2 dimana jumlah penerimaan pajak penghasiian orang pribadi hanya 

tinggi pada tahun 2008 saja sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 

2009 dan 2010 mengalami penurunan penerimaan pajak pcnghasilan orang 

pribadi, penurunan ini tidak sesuai dengan tingkat jumlah wajib pajak orang 

pribadi yang seialu meningkat di tahun 2009 dan 2010. Sehingga dapat 

dikelahui bahwa kontribusi pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang 

pribadi terhadap penerimaan pajak penghasiian orang pribadi pada KPP 

Pratama Palembang (Hr Timur sangat kecil, karena bercermin dari tabel IV.2 

tersebut dimana peran ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dalam 

meningkatkan penerimaan pajak penghasiian orang pribadi tidak efektif. 

Kondisi ini dikarenakan pada tahun 2009 dan 2010 banyak wajib pajak 

orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 

nihil sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasiian orang 

pribadi, wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT pajak tahunan nihil 

dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukannya mengalami kemunduran atau 

kegagalan sehingga mengalami kerugian. karena umumnya hasil ekstensifikasi 

wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak baru berdiri dan baru 

membuka kegiatan usahanya, sehingga peredaran usaha yang mereka pcroleh 

belum begitu besar dan juga kebanyankan mcngalami kemunduran/ 
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kebangkmtan. Disini juga masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang 

bandel yang akan seialu menghitung untung mgi apabila melaporkan 

penghasiian sebenamya. 

Mereka bcrprinsip apabila sanksi atas tidak melaporkan seluruh 

pcnghasilannya lebih kecil dari pada nilai atau manfaat dari penghasiian yang 

tidak dilaporkan, maka lebih baik mereka tidak melaporkan pcnghasilannya 

sebenamya serta masih banyak pula wajib pajak orang pribadi yang 

menunggak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya. Untuk itulah 

upaya peningkatan kepatuhan terutama dalam membayar kewajiban pajak 

hendaknya harus ditingkatkan baik dari aparatur pajak maupun wajib pajak 

sebagai langkah mendorong wajib pajak yang sadar dan peduU pajak, 

diharapkan dari pclaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi ini tidak 

hanya menambah jumlah wajib pajak orang pribadi baru saja tapi hendaknya 

bisa berdampak terhadap penerimaan pajak pcnghasilannya juga. 

Diharapkan peran serta apatur pajak bisa lebih ditingkatkan lagi untuk 

mengkampanyekan ataupun melakukan penyuluhan perpajakan, misalnya 

dengan melakukan sosialisasi pajak yaitu dengan membuat ikIan baik melalui 

media cetak maupun media elektronik yang berisikan manfaat membayar 

pajak yang akan diterima oleh masyarakat dari hasil pembayaran pajak kepada 

negara. Dalam hal ini aparalur pajak hendaknya memperlihatkan sisi positif 

dari pembayaran pajak sehingga akan menimbulkan rasa percaya bagi wajib 

pajak bahwa membayar pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan yang 

akhirnya akan dirasakan manfaatnya untuk wajib pajak itu sendiri. 





BAB V 

SIMPULAN DAN SAKAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palembang Ilir Timur dan hasil analisis yang lelah diuraikan maka penulis akan 

menarik sualu kesimpulan dan juga memberikan saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pralama Palembang Ilir Timur serta dari teori-

teori yang ada secara relevan. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Palembang Ilir Timur belum maksimal, unluk itu masih perlu 

dioptimalkan lagi khususnya pada kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak 

orang pribadi yang telah terdaftar, karena walaupun dari sisi perkembangan 

jumlah wajib pajak orang pribadi sudah memberikan kontribusi secara 

signifikan yang seialu naik dari lahun 2008 s/d 2010, namun dilihat dari sisi 

penerimaan pajak penghasiian orang pribadi hanya memberikan kontribusi 

yang sangat kecil. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis dan simpulan. maka penulis memberikan 

beberapa saran guna perbaikan untuk KPP Pratama Palembang llir Timur ke 

depannya, antara lain; 
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1. Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan 

jumlah wajib pajak orang pribadi serta meningkatkan jumlah penerimaan 

pajak penghasiian orang pribadi guna peningkatan penerimaan kas Negara 

harus dilaksanakan secara konsckucn dan konsisten secara bersamaan dan 

berkesinambungan dengan memperhatikan unsur-unsur kemampuan, 

kepastian hukum, dan ketepatan waktu. 

2. Melakukan penyuluhan secara berkelanjutan kepada masyarakat terutama 

wajib pajak sehingga peduli dan sadar akan kewajiban perpajakannya. 

3. Meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap wajib pajak sehingga opini 

negatif tentang perpajakan dapat dihllan^an. 

4. Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap upaya ekstensifikasi 

wajib pajak yang telah diiakukan perlu ditingkatkan lagi. khususnya 

kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak. 

5. Ditinjau dari aspek wajib pajak, masalah sosialisasi mengenai Undang-

undang perpajakan dan peraturan perpajakan masih belum dipahami secara 

baik oleh wajib pajak. Untuk itulah sosialisasi harus terus dioptimalkan 

dan ditindak lanjuti dengan pelayanan yang prima, diikuti bimbingan dan 

konsultasi kepada wajib pajak sehingga ketidaktahuan dan 

ketidakpahaman dapat diminimalkan. 

6. Hukum harus ditegakkan secara tegas baik kepada aparat pajak maupun 

kepada wajib pajak yang kurang mematuhi ketentuan perundangan-

undangan perpajakan. 



69 

7. Wajib pajak orang pribadi hendaknya bisa bekerja sama dengan aparat 

pajak dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak dengan cara membenkan 

data-data, catatan-catatan, dokumcn-dokumen yang sesuai dengan kondisi 

usaha yang ada dan juga wajib pajak orang pribadi hams terus membantu 

dan melakukan kontrol atas priiaku dan tindakan aparat pajak khususnya 

pemeriksa dan penyidik pajak agar melakukan tindakan penegakan hukum 

secara tegas tanpa pandang bulu melalui pusat pengaduan di Kantor 

Pelayanan Pajak. 
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